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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya, maka
Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Penyusunan Renja ini dibuat bahwa kinerja aparatur yang baik dilingkungan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur
merupakan keinginan yang telah menjadi komitmen bersama dan telah dituangkan dalam
bentuk perencanaan yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi
setiap bidang.

Kami berharap Rencana Kerja ( Renja ) ini dapat berguna bagi pihak — pihak yang
berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas—
tugas dibidang Kepegawaian serta kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur selama Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Renja ini masih banyak
terdapat kelemahan dan kekurangannya, oleh sebab itu saran dan perbaikan perludilakukan
agar renja ini dapat mengakomodir kegiatan yang ingin dicapai pada tahun
2024.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yangtelah membantu
dalam Rencana Kerja Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

semoga dapat bermanfaat untuk semua.

Sangatta,
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumbgr Daya Manusia

h, SE
Pembina TK. I/ IV/b
NIP. 19730110 200112 1 004

s
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1.1.

BABI1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD),
adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periodel (satu)
tahun. Mengacu pada UU No. 8 Tahun 2005 dimana SKPD menerjemahkan dan
mengoperasionalkan Rencana Kerja ( Renja ) Pemerintah Daerah kedalam program
kegiatan SKPD sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program SKPD
secara keseluruhan dan tujuan strategis yang tercantum dalam renstra SKPD serta
sebagai proses penyusunan RAPBD.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai
arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan
tahunan pemerintah dacrah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan
dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan properasional dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Rencana Kerja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan
kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan
program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja
Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
tahun 2024 yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari
kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja SKPD dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak
awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen

Rencana Kerja SKPD harus mengikuti tatacara dan alur penyusunannya
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya
dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana
tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

S
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3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja SKPD harus selaras dengan
program dan kegiatan yang disepakat oleh seluruh pemangku kepentingan
dalam forum Musrenbang.

4.  Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indicator kinerja hasil
(outcome) indicator kinerja keluaran (output) dan dilengkap: dengan
pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju

Sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM ) Kabupaten Kutai Timur
adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang
kepegawaian daerah. seiring dengan Tugas pokok dan fungsi Adapun Visi
Kabupaten Kutai Timur Sejahtera adalah kondisi masyarakat Kutai Timur dalam
keadaa baik, makmur, sehat, damai dan dapat mengakses semua infrastruktur
pelayanan dasar, Menata untuk semua adalah kondisi masyarakat kutai timur
dengn tata kelola pemerintahan yang baik sehingga tercipta perubahan positif dan
lebih produktif (Continous Improvement ) dalam mengelola sumer daya guna
meningkatkan taraf hidup disemua lapisan masyarakat.

Keterkaitan Rencana Kerja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra
SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena Rencana
Kerja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan
dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD.
Dimana Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra
SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Adapun Misi Kabupuaten Kutai Timur Tahun 2021 s/d 2026 yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat yang berahlak mulia berbudaya dan bersatu

2. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian

3. Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Profosional dan
merata

4. Mewujudkan Pemerintahan yang Partisifatif Berbasis Penegakan Hukum dan
Teknologi Informasi

5. Mewujudkan  Sinergisitas Pengembanagn Wilayah dan Integritas
Pembangunan yang berwawasan Lingkungan

Adapun Misi yang sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu,

Misi 4: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PARTISIFATIF
BERBASIS PENEGAKAN HUKUN DAN TEKNOLOGI INFORMASI.

L. . ____ __ __ _______________ ____ _ __ ____ ]
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Yang dimana Penyelenggaraan Pemerintah yang diarahkan pada pelaksanaan
otonomi daerah secara efektif, efesien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-
prinsip pemerintahan yang baik ( Good Governance) sehingga mampu memberikan
pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan hukum.
Perwujudan pelayanan publik mencakup beberapa aspek, yaitu sumber daya
aparatur, regulasi dan kebijakan serta standar pelayanan yang sesuai dengan
kebutuhan masyrakat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 berdasarkan pada beberapa
peraturan-perundangan, antara lain :

1

Undang-undangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Kutai Timur,dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896)

Undang-undangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

=
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Secara lebih eksplisit maksud penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024
adalah:

1. Sebagai dokumen perencanaan tahunan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia ~ (BKPSDM) Kabupaten Kutai
Timur selama 1 (satu) tahun.

2. Sebagai arahan dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan
2024

b. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024
adalah membentuk susunan rencana dan program pembangunan yang
optimal serta berkesinambungan dalam satuan waktu 1 (satu) tahun ke
depan.

Secara lebih eksplisit tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai
Timur Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan agar lebih terarah, efektif, efisien, dan dapat
dipertanggung jawabkan.

2. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (Renja
Badan Kepegawaian Pelatihan dan Sumber Daya Manusia ).

3. Sebagai acuan atau dasar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kutai Timur disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB 1. PENDAHULUAN.

Bab ini menguraikan secara ringkas tentang pengertian, fungsi dan latar
belakang Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia (BKPSDM) dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, yang
disesuaikan dengan Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya
yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan
serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran.

. __ . __ . __ . . . _ . . _ _____ __________]}
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BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.

Bab ini memuat informasi tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD
tahun lalu dan juga capaian RENSTRA SKPD. Analisis kinerja
pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD,
dan juga review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB. II1. TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.

Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan telaahan
terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD, dan juga
Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang Rencana,Program,Kegiatan dan Indikator
Kinerja,Kelompok,Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di tahun 2024 dan 2025.

BAB. V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan
antara lain: Penguatan peran stack holders dalam pelaksanaan Renja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kutai Timur, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan
pelaksanaan atas kinerja tahunan serta catatan dan harapan.

Rencana Kerja 2024



BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1  Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kutai Timur adalah penjabaran perencanaan tahunan dan
Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan — kegiatan atau program yang
telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban  untuk
mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui
suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait
dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur ini menyajikan
dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa
yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2024 dan perkiraan
target tahun 2025

Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui

tahapan

sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran
(outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts).
Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia,laporan,
buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan
penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang
telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja
kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

2.2 Evaluasi Program Tahun 2022

Anggaran Tahun 2022 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Kutai Timur dengan APBD (murni) sebesar Rp. 15.324.229.063- pada

bulan oktober adanya APBD (perubahan) dengan nilai sebesar Rp.

L . . . _____ _________________________
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26.622.387.652,-. Dari jumlah dana tersebut di akhir periode Tahun Anggaran 2022
terealisasi sebesar Rp. 24.078.497.089,- dengan capaian kinerja fisik sebesar
93.31% dan capaian kinerja keuangan sebesar 98.79%. realisasi setiap program
apabila dibandingkan dengan total realisasi belanja adalah,

Masing-masing sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Dengan Anggaran sebesar Rp. 17.424.713.652,00 proporsi realisasi anggaran
sebesar Rp. 15.751.204.346,00 atau dengan prosentasi 92.42% Indikator
Programnya adalah : Jumlah dokumen perencanaan, penata usahanan dan
pelaporan yang tersusun . Proposisi capaian program berdasarkan realisasi

dibandingkan target sebesar 100 %

2. Program Kepegawaian Dacarh
Dengan Anggaran sebesar Rp. 5.030.492.000,00 proporsi realisasi anggaran
sebesar Rp. 4.959.618.428,00 atau dengan prosentasi 89.14% Indikator
Programnya adalah : Persentasi pengadaan, pemberhentian dan informasi
kepegawaian ASN. Proposisi capaian program berdasarkan realisasi

dibandingkan target sebesar 100 %.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Dengan Anggaran sebesar Rp3.495.050.000,00 proporsi realisasi anggaran
sebesar Rp. 3.367.644.314,00 atau dengan prosentasi 98.57% Indikator
Programnya adalah : Persentasi Pelaksanaan Pengembangan Kopetensi teknis.

Proposisi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar
100 %.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2024

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran 2023 dengan usulan sebesar
Rp 48.655.094.395,- terurai dalam 3 Program 13 kegiatan dan 64 Sub Kegiatan,
diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun
2023, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur yang mendukung
tercapainya sasaran dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kutai Timur tahun 2021 — 2026
dapat dilihat pada lampiran 2.2

L
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Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program
maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, serta perkiraan capaian
program dan kegiatan tahun 2024, dalam menjalankan kegiatannya, Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur
memiliki tantangan dan komitmen untuk mewujudkan keinginan Bupati Kutai
Timur tentang Profesionalisme pelayanan di bidang kepegawaian yang didukung
oleh sarana dan prasarana yang memadai, aparatur pemerintah yang baik dan
berkualitas serta pengembangan pegawai untuk meningkatkan kinerja dan kualitas
aparatur .

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan
akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur
dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
melalui pendidikan struktural, fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai.
Membangun sistem pengumpulan data kinerja dengan baik dan selalu melakukan
koordinasi dengan seluruh SKPD dengan peraturan mengatur mengenai koordinasi
yang tegas demi terciptanya perencanaan yang akurat dan uptodate demi
terciptanya pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku
kepentingan Berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur 2021-2026 dalam rangka mencapai tujuan
dan sasaran yang ditetapkan maka strategi yang diterapkan adalah :

a. Melakukan perencanaan dan akurasi pelayanan administrasi
kepegawaian dan keterlibatan dalam masyarakat;

b. Peningkatan Sarana dan prasarana pada BKPP;
¢. Menyusun perencanaan untuk pendidikan dan pelatihan pegawai;

d. Melaksanakan pengembangan pegawai dan pembinaan disiplin PNS

Sedangkan Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi
adalah :

a. Melakukan pelayanan prima dibidang kepegawaian dan keterlibatan dalam
masyarakat

b. Melakukan peningkatan sarana dan prasarana pada Badan Kepegawaian dan
pengembangan Sumber Daya Manusia ;

E

c. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan baik penjenjangan, teknis maupun
fungsional; Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti
pendidikan formal;

d. Menambah jumlah pegawai;

€. Melakukan pembinaan PNS dengan menegakkan peraturan perundang
Undangan dibidang kepegawai

Rencana Kerja 2024



71 98e(

000000001 | €6'TY 840960 T | 000000 1E€ 0SL'¥96'ST | 000000 0§ yepun( | uep ISEUIpIo0y | TO'10'T10E0'S
yeiseq
1eSueIg ye1or(q Jeydueidd
UBBUBOUSIDJ UBBUBOUDIOJ
uawmog uwnyoq I
000°000°00€ | 6£0T 090°LZ8'v6 | 00000059 005'68€'¥9 | 000000001 yepunf ueunsniusd | 0'10°7'10°€0°0S
qesdeq jeysueig
elrouny 1senjgAq]
uep uvae38uvduag
‘UBBUEIUIIIG 10Z10°€0°S
V1O
NALV4NIVI
HVY3vd
NVHVINIINWAd
NVSNQdN
DONVINONIA
* AVIDOUd 10°€0°S
[¢]
Ma\ww (¥200)
1oSre] uerelioq % €202
S unyejy, 1Ses unye} yeroe( €207 unyey 7707 unye) 2207 unye]
i p/s ueleISoy y707 unyex 1[eoy 1eySueld yeroe( jeySueld | ueSusp redures (yesoe ue1eiSay ueiso
B | yep weiBorg | yeseeq weySuvieg | 181 efuoy efuoy 10818, ueyeigoy yeorq 18I0 /WEIS01d
u ded PUBOUSY ) SurL IsesI[eay uesenEY UEp rey3uelg e uresgoi1q eloury uep yeise(] poy
erede) uete 3 d ’ o 3 fuay)wresdoid Jojeyipug YRIULIWDJ Uesni(} P
e— 15BS1BoYy uejei3ay uep weidoid [iIsey ueredes) Sueprgwesnur)
weifoid 181l efioury 10818, :
ue[eilaq unye) ’ - efioury 10818 ],
p/s yesoeQ 1ey3ueiad (€z02) S
efuoy 19818 ], uriede) unye) wesSo1d elioury 1sesieal uep 19812
ISEST[EOY UBBIYIDg

ueylie[od uep ueipipuad ueremedaday uepeq

Inwi ], reny udedngey
$707 Unyel p/s Yeroe(] jejydueld ensudy ISB[NIIARYSY
uep yesor(q 1edueiod elusy] ueeuesye[od [ISeH Isen[eAq Ise[njiAeYoy
[ACELAD

L I e

*)




$20¢ el1y eueouay

000°000°009

008 110°LET

££5 710908

000°000°00¢

1¥'6T CLE E88 Vbl yejung ueeuesyedd | €0T0TI0€0S
NSV sesnj,
ueeuesyR[Rd
Isensmupy NSV
ueipahusg | sedn]  ueeuesyeRd
isey  uswINo(J ISENSTUTWPY
YEEOTTTTLT | PEVT | 9E9LIG'EST L | TEFTOTOLQ'S Ol¥'PL6'ER9 | 0£5'STO680'T yejung ueelpokusd | Z0'TO'T'I0€0'S
NSV uesuefum
uep 1fe8
rwipouUsWw  Juek NSV ueduefum
801 T08L86'91 | ¥0'89 | 969'866'896'8 | 6C1'96¢ 685 TI £L86V80ESY | £€5'€0T°680'8 | Sueio  yequng | uep 1feS uepadusd | 10'20°T10°E0°S
qrIe(q
jey3urad ueduBnadf
Isensiuupy 20T10'e0°S
adis elbeuny
Isesieay
Jesuyyy uep
elisury uerede)
uerode|
uBUNSNAURJ
ISBUIPIOOY] [iSey
uesode] uep
adis eloury
1sesieay adis eboury
Testyy] uep | Isestjeay resayy!
efloury ueede) | uep eloury uerede)
ueiode;7 | uelode] ueunsnAusg
000'000°001 | S¥'LT 8LT'956'C01 | 000°000°SLE 006 1€L°T6 | 000°000051 Yeuny | uep ISEUIpIOOd | 90'10°T10°€0'S
VX4 - vdd v
ueunsnAuad | - vdd ueunsnAuad
000000001 - g - ueiode | uep 1BSBUIPIOOY | HO'T0CTTI0E0'S
adis
-ydd wswnjoQ
ueunsnAus g
ISBUIPIOO]
‘ised  uerode] adis
uep ads | -vd uswnyog
-ydd uswmjo( ueunsnAusd

1

«




$Z07 el1sy] eueousy

000°000°0SC 000801 €£0§ SIje]  ueBuiquilg | [1'SOTT0E0'S
esAuuedeySuap)
nquy eusg§  seulq
000000081 | s8'6b Y6€'8LY 6V | 096 ¥51' 008 ueresed  ueepeSudd | Z0'SO'T10'€0'S
eMeSad
undisiq
eUBIESRI]
uep BURIES remedag uldisiq
ueieySuluag | eueeseld uep
00000008 | 10TE Z10°500°C¢ | 000000001 08+°090'LS | 000°00005T win yejun( | euereg ueleSuudd | 10°'SOTIOE0'S
yeaae( 1eysueiag
uereMeydoy
Isensiuupy SOTI0¢E0S
Ad3IS eped
yesoed A Suereq
000°000°0¢ - - UEBYES[} BJBUSd | 90't0T10'€0'S
AdIS yeeeq FIMIN
Suereg  ueymIngedf
UBRBUBOUSIOJ
000'000°05 - - ueunsniusd | 10'€0T10€0'S
yeae(q Jeysueiag
eped yeeq
I Sueaeq
Isensiuupy €0T10€0°¢
addiS uelalsswg/
uR[nMI] /ueuR[ng
ueSuenay]
ueiode] ueunsnAuad
70 8% €L 687 L8T uep ISBUIpIo0y] | LOTOT10¢L0S
ads unye)
Iyye ueSuenay]
uetode] usunsniuad
000°'000°00% 201 $85 865 uep ISBUIPIOOY] | S0'TOTI0E0'S

adis
ueduendy ey

yuoA/ueimBusg
uep

ueRyeS[) BlRUD
uswnyoq

ADIS ueguenodf
1seyyua A /ueifngusg
uep  UBRYBSNEIBUS]

Ll




$20¢ elisy eueouay

gl
euetesesd uep
000°'000°0¢ vuRly§  ueepedudd | 01°L0T10€0'S
eAUUTR| UISdW UBP
000°000°0S uejeesdd ueepeSusd | 90°'L0TL0'E0'S
yesaeq yejuLRudg
uesna) Suefunuag
qule(q b LILE oM
Sueaeg uvepeludg LOTIOEOS
adis
eped suweurp disry
000°000°08 ueeyes} vieudd | 01'90°CT10°€0°S
adiIs
ISBIjNSUO Y
uep [SBUIPIOODH] ads
1edey u | 1sBINSUOY uep
eereg3usekuag | Iseurpiooy  jedey
000'0000Sb'1 | 8V'LS 091'89€°608 | S EST IOV1 006'L£6'SST | 000°000°059 uesode] yejung ueeseS3us[PAudd | 60'90°T10°€0°S
ueepesuad uep ueepeduad
ueye}dd  Juereg | uep ueyer)
000°000 0§ wyed  yepung | Suereg  ueeipakudd | $0'90T'10°€0°S
UBYBIP3SID
Suek Jojuey
yusiBo] ueyeq Jojuey] y1SI307]
000000001 | 19709 0S6' 68 1L1 | 000°009°S8T 009°601°9L | 00S°LEL'00T wyed  yepung | Suereg  ueeIpAudd | $0'90°T10€0'S
ueyeIpasip
eS3ue] yewnmy
uejeesdd e33ue] yewmny
000'000°0S 1jed  Yejung | ueje[esdd ueRIpRAUSdd | €0'90°T10€0°S
ueyeIpasip
Suek 101URYy|
uedeySuapiad Jojuey]
uep uejeisd | uedeySuopdg  uep
000'000°00C | 19°9C £59'pSST99 | 0P8 11L'68V'T 0SL°60T°S | 000°8TSL99 1yed  yepung | ueieeIdd ueeipdAudd | Z0'90T10°€0°S
yeseQq
jeySueadd wnuw()
isensumpY 90T 10'€0’S
ueguespun

Suepuniad ueimersd
1sejuswadul

.

.

L1



91 $207 eliay eueousy
000°000°05€ Iqeyay/ueRlRyIRWSd | 60'60CT10°€0°S
rAUUIR]
uisow uep uejejerod
000'000°€L ueeleynewdd | 90'60CT10€0°S
ueyeIpasip Suek ueleqef
uejeqe( S®BUY(] | SBUI(] UBBJBPUD] UBP
ueeIepuUdy] | seuyg  ‘ueSuelolad
neyy seulpj ueBIRpUD]
uedueiosag | yefed ueereyrpwed
URRIEZPUIY] | BARIF ‘UBBIRYIPWS]
000°000TS9 | £T6¢ 8SE'6L0°E0T | TETOILLIS 005 9¢€°9¢1 | 000 0¥¥ S6v i yejunf | esef ueIpRAUSd | 10°'60T10°E0'S
ECEY|
YEJULRURJ uBsni()
Suefunuag yese(q
I duereg
ugBIEyIPwWag 60T 10¢0°¢
ueyRIpasIp Suek
oy  wnuwn
ueueAeRd 1o3uey]
BSBf UPRIplAusd | wnwi)  ueuBAER[d]
0000008 | LV 0L T8 117067 0PS L90°SET | 000°000°00€ uelode] yepung | esef BIpAAuad | $0'80'T'10'€E0'S
ueyRIpPISIp Jueh
Just] uep Jry
eAep  Joquing
“seIuowo 3|
BSB{ UBRIPIAUDG LIS} uep Ire eARp
ueiode| | Jequng IseqUOWOY
000°000'589 | 10°TE TET6LEYOT | POS66L 11V 00€°L10'8 | 000°000°L1 yeijung | esef ueeIpaAudd | Z0'80'T'10°€0°S
yemnAusw
€17°€£8'5T8 jeins esel ueeIpaAudd | 10°'80T10°€0°S
YeAIB( YRIuLIdIWIJ
uesni) Suefunudg
vsel ueIpakuag 80T 10°€0°S
eAuIR|
uryeq uep JIojuey
Bunps8  Sumynpuad
euereseld uep
000°000°0¢ eueles  ueepeSusd | [1'LOT'I0€0'S

eAure] eungueq
neje  Jojuey Sunpa8

.



000000001 ueepe3uad 1seneAg | b0 T0TTOE0S
Sddd uep
SNd ueepeSuad
ISe[Isey
uep  ISeuIpIoOy £0'10°TT0€0°S
ueyeIgoy ddd uep NSV
uswnyo(y | ueepeduad Iseyjiseq
000'000°0ST'1 | 2991 688'S1L°50T | 000 PLY LET T 119°696'6L | 000°000'00¢ yejwuny | uep ISBUIpIOOY]
NSV ueepesuad
ueeuesyed
jynjun
uejeqel  yejun(
uep Stuof e e
‘ueymIngay NSV ueepeSued w0102C0E0s
rUROUY ueeuesyead
ueunsndusg | jynun uejeqel yepunl
ISeH uwdwInyO(T | uep swa! ‘ueyningoy
000'000°0S€'T | 96'81 LY 996 SET | 000 ¥TL'60L LE6VIL9T | 000000055 yejung | BUBOUSY UBUNSNAUSJ
NSV ueremedadoy
ISeuLIoyuy remeon®
Uep UENUIYIIquIJ 10°T°20°€0°S
‘ugepedudg
HvYavd
NVIVAAVOAID
AVIDOUd 20€0'S
eAuure]

000000°0¢

ueungueq uep Jojuey
Sunpa8  Sumynpudd

rvuepeseld
ugp  eBURIES ISR}

19RYOY/URRIRYIOWA]

11'60C10¢0°S

000000585

000°0$8°L0T'1

eAure|
ueungueq neje Jojue)y
Sunpery  euereseld
ugp euBIES  [SB]]

1qRYOY/UPRIBYIOW]

0I'60T10¢0°S

vAUUIR|
ueungueq uep
Iojuey Sunpad 1sey|

.




$z0z elid)y] euedouay

BueA  undnew
Ienoy Suek e
o Sued gy | 1000TT0°€0S
000000009 | Ol'6¢ §ST06£099 000°000°SP¢E'1 TLO9SS 6% 000°000°001 | NSV Yequng | iseynjy  ueejo[oSudd
NSV Isenpy | C0'TT0°€0°S
ueremedodoy]
Iseuuoyul | T1'10°CTT0E0°S
000°000°0S1 elep IsenjeAy
ueremesaday]
3
uee[ojaSusg IT'I0T20°€0'S
[ISeH uswijog ueremeSodayy
000000°00C | L9'8T | 6TH0STO8II 00000000 000000001 yejunf | ey ueejojaSusd
ueremeBadoy
1SeULIOJuy
HEE N e en e
P (JErieR ueremedodoy] 0U'10°c20€0's
ISe uswno(y ISBULIOJU]
000'000°0SY | 1¥01 996 1£V'T9 000°'000°009 CIT085°SS 000000009 ye[ung | walsig  ueejopBusg
NSV IseuLiogut
uep elep ueejo[Suad R
ueNeligey 60'10°T20°€0°S
000°000°001 | 8£'C9 67E°€8L°€T9 | 000°000°000'1 LE6'68€°LY | 00000000 Ueyeq  uesnuniod
NSV Iseuuojuy
uep e
ueejopduad
ueyefigey] e et
ueyeg 80'10'T°20°L0'S
uesNWNIDJ
[isey  uswnjoqg NSV 1893014
£66°TLOSIYT | $0'8 $09°€69°6C | 908'691'696 000°000°008 yepung | eSequa  seliseq
NSV uenuaygiaquiad o
000°000°08 isenjeAy LOTO'TTOE0'S
uenuaylaquiIng
ooy | 9010TT0E0S
000'000°0§¥ ISBUIpIOOY
NSV
ueepeduod uep NSV

.

"




pse uswnjo(y | uerejiuad  ueyeligey I
000000008 | 6T6!1 SEEYYS'SET LOY'L6T 1T 00T'L8L'ET 000'000°0L yequnyg ueunsniudd 10v07Z0°£0's
amjesedy
elounyy  IseneAy | $0'T°Z0°€0°S
ugp uvIepudg
Teuoissuny
uejeqel weyep e
1uey  ue3uequiaSudad YI'E0TTOE0S
000°000°0% ISRIISBY
eulqip
Sued [euoisguny NSV [euois3ung | €1'€0'7°20°€0'S
000000001 | T99¢ TP YE €l 000°000'00C 061°9769¢ 000000007 | NSV Uejun( | uejeqef UeBUIQUId]
NSV [euois3ung
uejeqef  ISBULIOJU] e
uereqakuad TI'€0°T20L0'S
000000059 uep ISBSI[RISOS
NSV [euois3ung NN
000°000°05C ISBqUILSG  Iseljiseq 01'€0T20°€0's
uejeqef e o
000°000°08¢ ISBYIJIIRS  ISe[Ised 90°€0TT0€0'S
NSV
ueinfue] ueYIpIpUsd | v0'€0°TTOEO'S
000°000°00T uee[ojeSusd
NSV ISejyiues
uep epia
Py €0'€0'TC0E0’S
uee/o[eBuad | NSV ISEAILIS uep e
[iseH udwmjo | eyl  ISelSUILpY
000000006 | £1¢V SE9'EV0'SET 000°000°S¥S 0PI V1L TP | 000C6CSTT'L yejunf uee|ojasusd
I21U9)) JUIWSSISSY N
000°000°0§2'1 ueejoeSuag | 0 L0°TTOLOS
NSV 1suajadoy] oo
urduequiaduag €0°T°T0°€0°S
NSV oy e -
000°000°00¥ ISOWOId URBO[RSUS] £0207c0t0s
NSV ¥e3dued
UeN1eusy NSV s o
uegopfuad | jeqSued  ueyRUIY 0T0TT0L0s
0000000001 | ST'6¢ 6V V9L 68p 000°00005C'1 886'CLI §9 000000051 yejung ueejo[esuad
Jnsew




0% 702 elioy eueousy
NVHILVTid NVA bO'S
NVIIAIANAd
NSV PR
000'000°0S urdisiqg mmm:_mmm 0T¥0T20't0's
remedad
uereiaolod uizt | 60¥0TTOL0S
000000001 sasoad ueueAepdd
NSV
undisip uere33ueped o
ueresoPAUSG 80'+0TCOEO'S
000'000°0L ueejoeSuad
NSV LOY0'TTOLOS
000°000°0S9 | v6'8Y 96L99C°617 undisyq  ueeulqUIdg
inerede esel epue)
uep ueedreySuad
ueuaquad | 904070 €0'S
UBBUBSYE[S]
000°000°0S IsenfeAq
esel epue;
ueyuaqip Sued | remedod 18ed vSe[ | SO'Y0'TTOEO'S
0000000051 | LV OV L7600V LT6 000°708°20¥ T 8LS°L8P¥E | 0000070901 | NSV Yejunf | BpuB]  UBEJO[aUSd
remesad
ueediey3uad | 18eq ueeSiey3usd N
ueyueqip Suek urLRqWdJ 0¥0T20€0s
000000059 | v6'SP IP1'188°16 000000002 00SviLog 000°000°001 | NSV yejung uee[o[d8usd
myere]de
elrouny ISBNjBAd N
uep uerejuag £€0P0TT0E0'S
000°000°00€ nseq Isenjeaq
Injeredy
eloury isenfe[q
uep  uere[iued mjeredy N
ueeuesyeRd | elduryg 1seneAy W0r0TT0e0s
[isey uswnyo( | uep uere[ued
000000051 | T6'LI 1S9TISLOY 000000009 00€'65¥°0¢ 000000 09¢ yejunf ugBUBSYE[d
mjeredy
elioury] Isenjeaqg
uep  uerepludd
ueyefigoy myeade
ueunsnAusg | elioury senjead uep

.




70z elisy] ruedusy

“IINYUO Y
yejuowad
uBsTUN
eredguseduad
ISRJISTUTIIpe
uejeqe/l

15eq ueyiid uep
‘nuy ‘wrnwp)
sy Isuazedoy

wnwn yeuowad
uesnin uep
‘Buefunuad  yeloep
eySuerad  “3opnojuoy
yeuuowad uesnIn
e1e33usjahusd

1SS TUTUIpe

uejeqel 18eq ueyid

uagau weep | uep pul ‘wnwn
uerefejoquiad | S} 1susjadoy
1e3ueIog ueSuequieSuad
000000005 | I¥+9 | ¥T6'T91'L86'] 000°000'680°€ 050 1L8'SEl 000°000°SLe | Tepuel§ yejunf ueese38useAusd | £0'10°CTZ0V0'S
unsnsip
Suek wnuwn
UBYRIULISWR J
uesnin)
uep ‘Suelunusg
yeme(q
1ey3uelog
10INu0Yy] wnwn yeyuuswad
yBULIOUSg | uesmn uejp
uestun | Suefunusd  yeiee(q
ered8uaaAuad | 1eyBueiad  “rojnyuoy
isensiunupe | ueyeiunswed uesnun
uereqel 13eq ueere8GuajaAuad
ueyd uep ‘nug ISeNSTUTWpE
‘wnw() swyRL | uereqle 18eq weyipd
isuatedoy] | uep ‘pur ‘winwin
ueduequadusg | SN 1suajodoy
BUBOUAI ueSuequagod
uep SINO L BUBOUD
ueyeligoy] | uep sie) ueyeliqey
000°000°00S | 0979 [ALROATH 000°000°006 099°T6L'1T 000'000°05¢ yejung ueunsnAusd | 10'10T20V0'S
sIuya L, 1sudjodurod]
ueduequadudg 10T20v0°S
VISONVIA
VAVAHIIINAS N e
vONvaWIoNad | 070f

AVIDOUd




$z0z elisy eueousy

000°000°0SL°¢ | 8¢80T CTLTS16'T91 000000008 69V 0FT'EbY | 000°0SO°0L6'T | BHOSSd  yejung ueesed3udRAudd | L0'TOTTOVO'S
e5RqUUO| Jejue BLIES
000'000°001 eloy  ueeuesyepd | $0'T0TTOVOS
unsnsip
Bued [euoisfuny
uejeqel vHIAS
‘uejeqefesd uep
ueurdwnuodey
“188uL],
ueurduig
ueleqg  ‘gyesseq
ueurdung
1suajuaduoy
ueSuequoSuad
‘BUIRS el1oy
‘Jefepq  Joquuns
‘sudtodwioy
ueSuequioaduad
e3eud)
‘ueeSeqUId[OY
uee[ojduad
‘isuajaduoy Iefeppg Joquung
ISBYIJIISS | ugp 1suatedoy]
BUBOUDI ueSuequodusd
uep STUYa) edeua],
ueyeligay ‘ureSeqUIS[OY|
000°000°00¢ £86 181°69¢ 000°'000°00L OF8 ILEOLY 000°000°009 yepung uee[opBusd | $0'T0'TTOHO'S
jeuoIs3uny
uep [eLfeuey
1sudjadoyy
ue3uequaduag
‘uredequay
‘ISB{YILIRS 20'T2010°S
unsasip
Suek wnwy
uRyBRIULIOWDJ
uesI[)
uep ‘Suelunusg
yeioeq

1eqSueiod

13




20z eliay] eueouay

Tezel
uerensakad ueleqefes]
ueln uep seurp | uep  uemdunwadoy
uerln) ‘resie| Teuois8uny
‘B83uyn veurdwid | uejeqef 133u1L
uejeqel | uveurduiy  uejeqef
‘[euors3uny | ‘yerwweq  ueuidwig
uejeqef | 15eq susjedoy

nny1Susw  Juek

ueSuequaBudd

L D




23.  Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Permasalahan dan Hambatan
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program
maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 serta perkiraan capaian
program dan kegiatan tahun 2024, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur masih menghadapi permasalahan dan
hambatan yang meliputi :
a. Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber Daya Manusia (SDM) belum memadai dari segi
kualitas, regenerasi aparatur terkait program kegiatan harus lebih ditingkatkan
lagi
c. Anggaran
Karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah yang disesuaikan dengan
kebutuhan dan prioritas daerah, sehingga masih banyak kegiatan yang tidak
terakomodir.
d. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada
pemerintah daerah tahun 2024 ini merupakan kewajiban dalam pelaksanaan

pelaporan keuangan SKPD.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan
akan dilakukan perbaikan melalui pendidikan kader,fungsional maupun teknis dan
penambahan pegawai. Membangun system pengumpulan data kinerja dan
kepegawaian dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD
demi terciptanya database yang akurat dan uptodate demi terciptanya pembangunan
yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan.Pemanfaatan
secara maksimal SIPD Keuangan 2022 yang telah disesuaikan dengan SAP Basis
Akrual sehingga dalam rangkaian sistematik, prosedur, analisis transaksi sampai
dengan pelaporan keuangan pada BKPSDM Kabupaten Kutai Timur .Dalam
penerapan SAP Basis Akrual ini diharapkan penerapannya berjalan dengan

maksimal dan efektif.
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2.3.2. Tantangan dan Peluang

a. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, meliputi :

1.

Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran yang mengakibatkan
penganggaran program dan kegiatan belum mengacu kepada dokumen
perencanaan;

Belum optimalnya ketersediaan sistem informasi dan data base kepegawaian
untuk memberikan informasi yang dapat digunakan untuk informasi
perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban program-program kerja
pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;

Tidak semua program kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia, dapat tertampung pada APBD dikarenakan
keterbatasan anggaran;

Proses perencanaan belum dianggap sesuatu yang penting dalam pelaksanaan

program dan dianggap hanya kegiatan seremonial

b. Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan

pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

Pendidikan danPelatihan meliputi :

1.

2.

3.

Penambahan jumlah pegawai yang memiliki kompetensi, keahlian yang ada
sehingga BKPSDM maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai
dengan struktur organisasi yang ada;
Peningkatan profesionalisme aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia serta melakukan inovasi pelayanan danGood
Governance (transparasi, partisipasi, akuntabilitas) guna memberikan
pelayanan prima terhadap aparatur dan publik;

Terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi kebijakan kepegawaian.
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Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, meliputi :

1. Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran yang mengakibatkan
penganggaran program dan kegiatan belum mengacu kepada dokumen
perencanaan;

2. Belum optimalnya ketersediaan sistem informasi dan data base kepegawaian
untuk memberikan informasi yang dapat digunakan untuk informasi

. perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban program-program kerja
pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;

3. Tidak semua program kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia, dapat tertampung pada APBD dikarenakan
keterbatasan anggaran,

4. Proses perencanaan belum dianggap sesuatu yang penting dalam pelaksanaan

program dan dianggap hanya kegiatan seremonial

b. Peluang Pengembangan Pelayanan

. Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan

pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

Pendidikan danPelatihan meliputi :

1. Penambahan jumlah pegawai yang memiliki kompetensi, keahlian yang ada
sehingga BKPSDM maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai
dengan struktur organisasi yang ada;

2. Peningkatan profesionalisme aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia serta melakukan inovasi pelayanan danGood
Governance (transparasi, partisipasi, akuntabilitas) guna memberikan
pelayanan prima terhadap aparatur dan publik;

3. Terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi kebijakan kepegawaian.

0
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2.33. Isu-isu Penting
a. Isu Internal
1)Tugas Pokok dan Fungsi

Terkait dengan kepegawaian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia dituntut untuk lebih berperan besar dalam
perumusan dan pelaksanaan pembinaan disiplin, kebijakan teknis di
bidang kepegawaian dan diklat serta kesejahteraan pegawai,
Melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undang daerah di
bidang kepegawaian, sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang
ditetapkan pemerintah ;

Pengkoordinasian pelaksanaan, pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian pegawai ;

Pembinaan pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring,evaluasi
dan ‘pelaporan  penyelenggaraan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pemanfaatan teknologi informasi sebagai penerapane-government sesuai

dengan tuntutan jaman dan keterbukaan informasi yang dapat diakses
publik.

2). Sumber Daya Manusia Aparatur

Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan
proses dan hasil kegiatan;

Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk
meningkatkan profesionalisme aparatur;

Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk
seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang

profesionalisme.

3). Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah

Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh

pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten

Kutai Timur. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu

membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten Kutai Timur

menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan.

Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui

penganggarannya. Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi

Rencana Kerja 2024



keterbatasan anggaran sehingga dapat menampung semua aspirasi dan

program yang ada.

b. Isu Eksternal
1). Perubahan Sistem Pemerintah Pusat

Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dengan adanya Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 27 tahun 2016 tentang
susunan Organisasi dan tata Kerja Daerah Kabupaten Kutai Timur maka
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok perencanaan,
pengaturan, pembinaan, pengendalian dan kebijakan di bidang Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Kutat Timur.

Susunan organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur diatur dalam
Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Kutai Timur. Struktur organisasi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Kutai Timur secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2.1.Pada struktur
organisasi tersebut menunjukkan hubungan kerja antar satuan kerja. Adanya
perbedaan antara Sekretaris dan Kepala Bidang menjelaskan bahwa
Sekretaris memiliki kewenangan dalam mengkoordinir bidang-bidang
sekaligus berfungsi sebagai Kepala Kantor.

Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kutai Timur terdiri dari Kepala Badan (Eselon IIb),
Sekretaris (Eselon IIla), dan 4 Kepala Bidang (Eselon IIIb).

Sekretaris membawahi 2 Kepala Sub Bagian (Eselon IVa). Setelah
meleburnya Badan Pendidikan dan Pelatihan Menjadi Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk melaksanakan tugasnya
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Kutai Timur dibantu oleh pegawai sebanyak 160 ( Seratus enam puluh )
Orang, terdiri dari 79 ( Tujuh Puluh Sembilan ) orang PNS, dan 81 (Delapan
Puluh satu ) Orang TK2D
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Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Susuanan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan Peraturan
Bupati Kutai Timur Nomor : 37 Tahun 2024 tentang Susuanan Organisasi
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :

oS kW

Kepala Badan

Sekretanat

e Sub Bagian Keuangan

¢ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
Bidang Mutasi dan Promosi

Bidang Pengembangan dan Kopetensi

Bidang penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai timur Nomor 37 Tahun 2023

tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

mempunyai tugas pokok perencanaan, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan

kebijakan di bidang kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

aparatur Kabupaten Kutai timur.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

1.

Perumusan dan pengordinasian penyusun kebijakan, program
dan kegiatan di bidang kepegawaian

Penyusun pedoman, petunjuk, teknis dan petunjuk pelaksanaan
kebijakan bidang kepegawaian daerah

Pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian
Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dan
pegawati lainya

Penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan administrasi kepegawaian
Penentuan dan pembinaan pola karier PNS
Pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian pengadaan, penataan,

pengembangan pegawai, mutasi, kinerja dan kesejahteraan pegawai,
pendidikan dan pelatihan kepegawaian serta pemberhentian pegawai
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7. Pelaksanaan pelayanan kesejahteraan dan kedudukan hokum PNS
. dan pegawai lainnya

8.  Pengelolaan dan pengendalian Sistem Informasi Kepegawaian Daerah,
data kepegawaian dan dokumen kepegawaian

9.  Pelaksanaan kesekretariatan Badan Kepegawaian dan pengembangan
Sumber daya Manusia

10. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

2). Globalisasi
Seiring kemajuan jaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu
mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan
teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan

yang sejajar agar daerah dapat berkembang dengan pesat.

3). Peraturan Perundang-Undangan

Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya berbagai

perubahan-perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan good

. governance dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi,
dan akuntabilitas. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan

: masyarakat serta pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban
yang tepat, jelas dan nyata supaya.penyelenggaraan good governance dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih

dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan
antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan
analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra
SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah
terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap
SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Reviuw terhadap rancangan awal RKPD,
meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja

program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatanserta pagu
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indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang
bersangkutan. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 terhadap hasil
analisis kebutuhan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia

rumusan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur dalam Rencana
Kerja (Ranwal Renja) Tahun 2024

adalah seperti yang tertuang dalam dokumen Perubahan Renstra Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021 s/d 2026

yang berfokus pada pencapaian visi dan misi

Bupati Kabupaten Kutai Timur Misi 4 Yaitu Mewujudkan Pemerintahan Yang
Berpartisifatif Berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan yang ada di Badan Kpegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Ranwal Renja Tahun 2023 :

Jumlah Program . 3 program

Jumlah Kegiatan . 14 kegiatan
Jumlah Sub Kegiatan . 65 sub kegiatan
Pagu indikatif : Rp. 48.655.094.395

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia terlampir pada tabel 2.3
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2.5  Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur akan
menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari
kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari
SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil

pengumpulan informasi SKPD dan penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang

kecamatan.
Tabel 2.4
Uraian Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Babupaten Kutai Timur
. ‘ Indikator
No Program/Kegiatan Lokasi o Besaran/Volume | catatan
Kinerja
1 2 3 4 5 6
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3.1

BAB III
TUJUAN DAN SARANA PERANGKAT DAERAH

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah, sebagai tindak lanjut dari kedua Undang-undang tersebut maka
diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka
Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
yang dilaksanakan oleh unsure penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah
dengan melibatkan masyarakat. Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi,
misi dan arah pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur yang merupakan satu
kesatuan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara
terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai
kebutuhan. Sejalan dengan visi dimaksud, BKPSDM Kabupaten Kutai Timur
melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pendidikan dan Pelatihan. Adapun Misi
yang tersinkronisasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia sebagai bentuk respon dan sinergi terhadap visi Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2021-2026 .visi adalah “Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua .
Berdasarkan visi tersebut, maka sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Misi 4 Yaitu
Mewujudkan Pemerintahan Yang Berpartisifatif Berbasis Penegakan Hukum dan
Teknologi Informasi yang diemban oleh BKPSDM adalah sesuatu yang harus
dilaksanakan oleh suatu organisasi scbagai upaya pencapaian visi yang telah
ditetapkan. Adanya pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak
yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran suatu
organisasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu misi suatu

organisasi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

0
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Kriteria berikutnya yang dijadikan dasar penilaian dan pemilihan usulan program dan
kegiatan adalah relevansinya dengan visi RPJM Daerah KabupatenKutai Timur Tahun
2021-2026 yaitu “Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua ”.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan
tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD
dalam hal ini Renstra BKPSDM Kabupaten Kutai Timur Tahun
2021-2026.

Tujuan

1. Terwujudnya profesionalisme pelayanan bidang kepegawaian yang didukung
oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk mendorong peningkatan kepuasan
dan kesejahteraan aparatur serta masyarakat;

2. Terwujudnya aparatur pemerintah yang baik dan berkualitas;

3. Terwujudnya pengembangan pegawai untuk meningkatkan kinerja aparatur serta
melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas Pegawai.

Sasaran

1. Meningkatnya pelayanan di bidang kepegawaian;

2. Meningkatnya pegawai yang memiliki kemampuan dan kualitas kerja yang baik
dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparatur pemerintah;

3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pegawat,
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Tujuan dan sasaran Perangkat daerah pada tahun 2024 ditampilkan pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kutai Timur

No | Tujuan Sasaran Indikator Capaian Target Tahun
sasaran Tahun 2023 | 2024

Meningkatnya Meningkatnya | Persentase 45.57 % 40 %
Profesionalisme ASN | kualitas ASN yang
sumber daya | mengikuti
Aparatur Pendidikan
dan Pelatihan
Formal

Rata —- rata 260 Hari 260 Hari
lama
pegawai
mendapatkan
pendidikan
dan pelatihan

Pemenuhan 3693 SK 250 SK
Jabatan pada
instansi
pemerintah
berdasarkan
anjab ABK
Kabupaten
Kutai Timur

Cakupan 148 % 100 %
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Layanan
Keuangan
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3.3  Program dan Kegiatan

Sejalan dengan Visi Kabupaten Kutai Timur tahun 2021 — 2026 yaitu ““Menata Kutai
Timur Sejahtera Untuk Semua .

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia tahun anggaran 2024 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
1.  Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD
3.  Koordinasi dan Penyusunan DPA— SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.  Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Pelaksanaan Penatausahaaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3) Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
1. Peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai

2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor
Penyedian Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penata Usahaan Arsif Dinamis pada SKPD

AN o o
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5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya
3. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan
lainya
4. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah
5. Penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air danj listrik

6. Penyedian jasa pelayanan umum kantor

6) Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan jasa kebersihan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan
perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

4. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau
bangunan lainnya

5. Pemeliharaan/Rehabilitasi  Sarana dan prasarana pendukung gedung

kantor atau bangunan lainnya

2. Program Kepegawaian Daearah Kegiatan dan Sub Kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :
1) Pengadaan Pemberhentian dan Informasi kepegawaian ASN
1. Penyusunan Rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk
pelaksanaan pengadaan
Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK
Evaluasi pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
Koordinasi Pelaksanaan administrasi pemberhentian
Evaluasi Pemberhentian ASN
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN

Penelolaan Sistem Informasi

A e S A - R

Pengelolaan data kepegawaian

10. Evaluasi dan Informasi dan sistem informasi pegawai
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2) Mutasi dan Pormasi ASN
1. Pengelolaan Mutasi
2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

3. Pengewlolaan Promosi ASN

3) Pengembangan Kopetensi ASN
1. Pengelolaan Assessment center
Pengelolaan Administrasi diklat dan sertifikasi ASN
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan
Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
Fasilitasi Sertiﬁkasi.Fungsional ASN
Sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan

Pembinaan Jabatan Fungsional ASN

© NS LD

Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional

4) Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
1. Penyusunan kebijakan penilaian dan Evaluasi kinerja aparatur
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi kinerja aparatur
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi pegawai
Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian penghargaan dan tanda jasa apartur
Pembinaan Disiplin ASN

Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran disiplin ASN

A AT T o

Pelayanan Proses izin pencapaian pegawai

10. Evaluasi Disiplin ASN
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3. Program Pengembangan sumber daya manusia Kegiatan dan Sub
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

1) Pengembangan kopentensi teknis
1. Penyusunan Kebijakan dan rencana pengembangan kopetensi teknis
umum,inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan
urusan pemerintahan kenkuler, perangkat daerah penunjang, dan urusan

pemerintahan

2. penyelenggaraan pengembangan kopetensi, teknis umum,inti,dan
pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan, konkuler, perangkat daerah, penunjang dan urusan

pemerintahan umum.

(2) Sertifikasi, kelembagaan,pengembangan kopeteansi manejerial dan
fungsional
1. Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kopetensi, dan
sumber belajar
2. Pelaksanaan Kerja Antar Lembaga
3. Penyelenggaraan Pengembangan Kopetensi bagi pimpinan daerah,
jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan

prajabatan.
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024, mengacu pada kenbijakan
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun Anggaran 2024, dan disesuaikan dengan
jumlah dana / anggaran yang sudah ditetapkan pagu indikatifnya oleh Bappeda Kabupaten
Kutai Timur dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 berjumlah 3
(tiga) program, terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan dan 64 (enam puluh emat ) sub
kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 48.655.094.395,- ( Empat puluh delapan juta
enam ratus lima puluh lima juta sembilan puluh empatjuta tiga ratus sembilan puluh lima
rupiah ) Rumusan Rencana program dan kegiatan beserta pagu anggaran untuk tahun
2024 adalah sebagai berikut :

L ]
Rencana Kerja 2024
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BABIV.
PENUTUP

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rencana Kerja (Renja)
Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Kutai Timur Tahun 2024 ini dapat disusun.

Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Tahun 2024 ini diharapkan nantinya dapat dipakai sebagai acuan dalam
perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia pada Tahun berikutnya . Renja ini disusun sedemikian rupa
sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan
Laporan Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kutai Timur

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja Perubahan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 diucapkan terima
kasih dan semoga upaya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia di tahun tersebut dapat berjalan lebih terarah dan terukur.

Selanjutnya Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Tahun 2024 ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya bila
dilaksanakan dengan dedikasi dan kerja keras, terutama semua aparatur di lingkungan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur.

Akhirnya, kepada Tuhan Yang Maha Esa kita berserah diri, semoga segala
usaha yang dirintis untuk mencapai kondisi ideal Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten Kutai Timur sebagaimana diharapkan,
Hendaknya dapat diwujudkan. Aamiin.

NIP. 19730110 200112 1 004
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